
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

Menimbang: a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas
Nasional Raformasi Birokrasi, khususnya program
Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan
perubahan terhadap Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan
dilakukan pada Instansi Daerah;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian sudah tidak sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga
perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

WALIKOTATARAKAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI SERTATATA
KERJA DINASKOMUNIKASI,INFORMATlKA,STATISTIKDANPERSANDIAN

TENTANG

NOMOR61 TAHUN2021

WALIKOTATARAKAN

PROVINSIKALIMANTANUTARA

PERATURANWALIKOTATARAKAN



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1997 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3711);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 187, Taznbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

tentang
Tarakan

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II



Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tarakan.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.

6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Kota Tarakan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian Kota Tarakan.

8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
Dan Persandian Kota Tarakan.

9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian Kota Tarakan.

10. Unit Pe1aksana Teknis Daerah adalah Unit Pe1aksana Teknis Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Tarakan.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang
diberikan hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Dinas.

Menetapkan: PERATURANWALl KOTA TENTANGKEDUDUKAN,SUSUNAN
ORGANISASI,TUGASDANFUNGSI SERTATATAKERJA DINAS
KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIKDANPERSANDIAN.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

MEMUTUSKAN:

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ten tang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);



Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;
c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
d. Bidang Aplikasi Informatika;
e. Bidang Statistik dan Persandian;
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BABIII
SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal5

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang

statistik dan bidang persandian;

b. pe1aksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang
statistik dan bidang persandian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika,
bidang statistik dan bidang persandian;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu
Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan
Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal3

(1) Dinas merupakan un sur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang
Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi
kewenangan Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BABII
KEDUDUKAN,TUGASDANFUNGSIDINAS

Pasal2



Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkunganDinas.

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan
unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada KepalaDinas.

(2) Sekretariat dipimpinolehSekretaris.

BagianKetiga
Sekretariat
Pasall0

Pasal9

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya ;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehWaliKota sesuai dengan tugas

dan fungsinya;

Pasal8

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas
memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,
mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Pasall1

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal7

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan
un sur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Pasa16



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam PasaI 15, menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian
yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sarna
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;

b. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;

c. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;

d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Dinas;

e. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam
pengoordinasian, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi umum
dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal14

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf a adalah un sur pembantu Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipirnpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal16

Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal13

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Dinas;
b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
e. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah di Dinas;
g. pelayanan pengadaan barang/jasa di Iingkungan Dinas;
h. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12



Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah.

Pasal21

(1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang.
(3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)membawahi kelompok

Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Keempat
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal20

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

Dinas;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
d. penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas;

dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal19

Pasal18

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam
koordinasi kegiatan perencanaan dan keuangan, koordinasi dan penyusunan
rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengoordinasian pembinaan
dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal17

(1)Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika;
b. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

dan sub domain dilingkup Pemerintah Daerah;
c. pengembangan dan pengelolaan ekosistem smart city;
d. pengelolaan E-Govemment dilingkup Pemerintah Daerah;

Pasal25

Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan
bidang aplikasi Informatika di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal24

(1) BidangAplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang aplikasi
informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(2) BidangAplikasi Informatika dipimpin oleh KepalaBidang.
(3) KepalaBidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)membawahi kelompok

Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal23

Bagian Kelima
BidangAplikasi Informatika

Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
b. monitoring opini dan aspirasi publik;
c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi

Pemerintah Daerah;
d. pengelolaan media komunikasi publik;
e. pelayanan informasi publik;
f. koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
g. koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
h. layanan hubungan media;
1. pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah;
J. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
k. manajemen komunikasi krisis;
1. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
m. penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
n. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;

dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal22



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang
Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan dan

pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi
pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian
untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan
pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi
pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian
untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

c. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik
sektoral di lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan
pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan
pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah;

d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan dan
pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi
pemerintahan dan pembangunan daerah, penye1enggaraan persandian
untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang
menjadi kewenangan Pemerintah daerah;

Pasa128

Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan perumusan, pengoordinasian,
pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pe1aporan
kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup
daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah,
penye1enggaraan persandian un tuk pengelolaan dan pengamanan informasi
berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasa127

(1) Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf e merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
statistik dan persandian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang.
(3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)membawahi kelompok

Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasa126

Bagian Keenam
Bidang Statistik dan Persandian

f. pengembangan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
g. penyediaanjpengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan

komunikasi publik Pemerintah Daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi

Informatika.



(1) KelompokJabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilannya.

(2) Ke1ompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dian tara
tenaga fungsional.

(3) Kelompok Jabatan fungsional yang merupakan hasil penyetaraan Jabatan
Pengawas diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibawah koordinasi kepala bidang bertanggung jawab langsung dengan
Kepala Dinas.

(5)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sesuai kebutuhan dan beban kerja berdasarkan hasil analisis jabatan dan
analisis beban kerja.

Pasa131

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas me1akukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari beberapa pejabat
fungsional dapat diberikan tugas tambahan yang melaksanakan tugas
sebagai Sub Koordinator melalui penetapan surat tugas oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Pasa130

BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

BABIV
UNITPELAKSANATEKNISDAERAH

Pasal29

(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas adalah Tarakan
Command Centre.

(2) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan WaHKota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada
Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan
dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi
berbasis e1ektronik yang menjadi kewenangan pemerintahan dan
pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan
pengamanan informasi Pemerintah Daerah; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam rangka pemberian bimbingan
kepada pelaksana atau bawahan, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan
Organisasidibawahnyamengadakan rapat berkala.

Pasal36

(1) Kepala Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab
kepadaWaliKotadan menyampaikanlaporan berkala tepat waktu.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari pelaksana atau
bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan dan untuk memberikan petunjuk kepada pelaksana atau
bawahan.

(3) Dalam menyampaikan laporan kepada WaHKota tembusan laporan wajib
disampaikan kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional
mempunyaihubungan kerja.

Pasal35

(I) Kepala Dinas mengawasi pelaksana atau bawahannya dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) KepalaDinas dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawabmemimpin
dan mengoordinasikan pelaksana atau bawahannya dan memberikan
bimbinganserta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal34

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Dinas menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas dengan Perangkat
Daerah atau instansi lain sesuai dengan tugasnya.

BAB VII
TATAKERJA
Pasal33

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dalam dan
dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan
pengawas, Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVI
KEPEGAWAIAN

Pasal32



BERITADAERAHKOTATARAKANTAHUN 2021 NOMOR 471

A. HAMID

SEKRETARIS DAERAHKOTATARAKAN,

Diundangkan di Tarakan
pad a tanggal 31 Desember 2021

Peraturan WaHKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan WaHKota Tarakan
Nomor 73 Tahun 2020 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 366) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal38

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 31 Desember 2021

BABIX
KETENTUANPENUTUP

Pengaturan uraian tugas masing-masing jabatan pada Kepala Dinas, jabatan
administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja berdasarkan
hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja,

Pasal37

BABVIII
KETENTUANLAIN-LAIN



[ UPfD J

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

J I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUMDAN PERENCANAANPROGRAM

KEPEGAW AlAN DAN KEUANGAN

I I
BIDANG BIDANG BIDANG

INFORMASI DAN APLIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
KOMUNIKASI PUBLIK PERSANDIAN

II
SUB KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR DAN

SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL

FUNGSIONAL

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

STATISTIK DAN PERSANDIAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALl KOTA TARAKAN
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
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